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Hasil Evaluasi SAKIP OPD

Tahun 2021

Mojokerto, 21 September 2021

Kepada

Yth. Ibu. Walikota Mojokerto

di

MOJOKERTO

Sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi alas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan Evaluasi Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun

2021, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tim Inspektorai melaksanakan entry meeting eva/uasi SAKJP secara virtual

yang dihadiri para sekretaris semua OPD dan/atau pejabat yang ditugaskan.

2. Perangkat Daerah mengisi Lembar Ketja Evaluasi(LKE) secara self

assessment, disertai data/bukti pendukung.

3. Tim Evaluator melaksanakan evaluasi dokumen dan wawancara dengan

pejabat eselon 3, eselon 4 dan pejabat pelaksana yang menangani SAKIP.

4. Tim Evaluator melaksanakan telaah sejawat antar wilayah inspektur

pembantu agar terdapat kesamaan persepsi penilaian dan pemahaman antar

evaluator

5. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi(LHE) dilakukan setelah LKE Final

disepakati Pimpinan OPD.

Daftar nilai implementasi SAKIP perangkat daerah sebagaimana

terdampir.

Simpulan implemenasi SAKIP OPD Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Perencanaan kineija.

Perencanaan kinerja pada umumnya masih belum baik, antara lain ;

a. Isu strategis yang diuraikan di dalam rentra OPD belum

menggambarkan permasalahan strategis yang dihadapi.

b. Program/kegiatan belum merupakan cara untuk mencapai lujuan dan

sasaran(belum selaras), karena belum memenuhi kriteria sebab-akibat

langsung terwujudnya tujuan dan sasaran.

c. Perjanjian kineija eselon 3 dan 4 masih banyak yang belum relevan.

Hal ini dikarenakan penunjukan pejabat Eselon 111/PIl, Eselon 111

selaku PPTK belum selaras dengan pelaksanaan Peraturan Menteri






